PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN

SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI
PELAKSANAAN PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI

HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
(Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I

Nomor 35 Tahun 2017, tanggal 15 Mei 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBL!K INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan penjualan min-
eral ke luar negeri hasil pengolahan dan pemur-
nian, perlu dilakukan verifikasi rencana pemban-
gunan fasilitas pemurnian di dalam negeri dan
verifikasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas
pemurnian di dalam negeri oleh Verifikator Inde-

" penden;
bahwa dalam rangka pelaksanaan verifikasi ren-

cana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam
negeri dan verifikasi kemajuan fisik pembangunan
fasilitas pemurnian di dalam negeri oleh Verifika-
tor Independen, perlu diatur kembali pengertian
Vefrifikator Independen, tata cara penetapan Veri-

- fikator Independen, dan tata cara pelaksanaan

verifikasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No-
mor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Per-
syaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan
Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengola-

han dan Pemurnian;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone-
sia Nomor 4959);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertamban-
gan Mineajal dan Batubara (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2010 Nomer 29, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomar 1
Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 ten-
tang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2017 Nomeor 4, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 6012});
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010
tehtang Pembinaan dan Pengawasan Penyeleng-
garaan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara {(Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5142};
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Energi dan Sumber Daya Min-
oral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian En-
ergi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun. 2016 Nomor 289);
Peraturan Menteri Energi dan Sui. ber Daya Min-
eral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi
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dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 782);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Min-
eral Nomor 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan
Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolah-
an dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PER-
ATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG TATA
CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMEN-
DASI PELAKSANAAN PENJUALAN MINERAL KE
LUAR NEGERI HASIL PENGOLAHAN DAN PEMUR-
NIAN.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun
2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian

Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar

Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Berita Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 99} diubah
sebagai berikut:
1. Ketentuan angka 17 Pasal 1 diubah, sehingga

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan:
1. Mineral adalah senyawa anorganik yang ter-

bentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan
kimia 'tertentu serta susunan kristal teratur

atau gabungannya yang membentuk batuan,
baik dalam bentuk lepas atau padu.

2. Mineral Logam adalah mineral yang unsur
utamanya mengandung logam, memiliki kilap
logam, dan umumnya bersifat sebagai peng-
hantar panas dan listrik yang baik.

3.

10.

11.

Mineral Bukan Logam adalah mineral yang
unsur utamanya terdiri atas bukan logam,
misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamp-

. ing), silika (pasir kuarsa}, dan lain-lain.

Batuan adalah massa padat yang terdiri atas
satu jenis mineral atau lebih yang memben-
tuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat
{massive) maupun lepas (loose).

.Izin Usaha Pertambangan Qperasi Produksi

yang selanjutnya disebut {UP Operasi Produk-

si adalah izin usaha yang diberikan setelah |
selesai pelaksanaan I|UP Eksplorasi untuk |

melakukan tahap kegiatan operasi produksi.
lzin Usaha Pertambangan Khusus Operasi
Produksi yang selanjutnya disebut IUPK
Operasi Produksi adalah izin usaha yang di-
berikan setelah selesai pelaksanaan IUPK
Eksplorasi untuk melakukan tahap kegiatan

operasi produksi di wilayah izin usaha pert- |

ambangan khusus.

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
khusus untuk pengolahan danjatau pemur-
nian yang selanjutnya disebut IUP Operasi
Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau
pemurnian adalah izin usaha yang diberikan
kepada perusahaan untuk membeli, men-
gangkut, mengolah, dan memurnikan terma-
suk menjual kemoditas tambang mineral atau
batubara hasil olahannya.

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
khusus untuk pengangkutan dan penjualan

yang selanjutnya disebut IUP Qperasi Produk- |

si khusus untuk pengangkutan dan penjualan

adaiah izin usaha yang diberikan kepada pe--

rusahaan untuk membeli, mengangkut, dan
menjual komoditas tambang mineral atau ba-
tubara.

Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemer-
intah Republik Indonesia dengan perusabaan
berbadan hukum Indonesia dalam rangka
penanaman modal asing untuk melakukan
kegiatan usaha pertambangan mineral.
Pengolahan Mineral yang selanjutnya dise-
but Pengolahan adalah upaya untuk menin-
gkatkan mutu Mineral yang menghasilkan
nroduk dengan sifat fisik dan kimia yang ti-
dak berubah dan Mineral asal.

Pemurnian Mineral yang selanjutnya disebut
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12.

13.

14,

15.

16

It

| 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pas- |

Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan
mutu Mineral Logam melalui proses ekstraksi

serta proses peningkatan kemurnian lebih :
lanjut untuk menghasilkan produk dengan si- |

fat fisik dan kimia yang berbeda dan Minera}
asal.

Rekomendasi adalah surat keterangan yang
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral
dan Batubara atas nama Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral sebagai syarat untuk
mendapatkan Persetujuan Ekspor.
Rekomendasi Perpanjangan adalah perpan-
jangan Rekomendasi yang diterbitkan oleh

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas

nama Menteri Energi dan Sumber Daya Min-

eral sebagai syarat untuk mendapatkan Per- |

setujuan Ekspor.

Persetujuan Ekspor adalah izin untuk melaku-
kan ekspor produk pertambangan yang su-
dah mencapai batasan minimum Pengolahan.
Menteri adalah Menteri yang menyelenggara-
kan urusan pemerintahan di bidang pertam-
bangan mineral dan batubara.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal
yang mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bi-
dang pembinaan, pengendalian, dan penga-
wasan kegiatan mineral dan batubara.

Verifikator Independen adalah Badan Usaha |

Milik Negara, termasuk anak perusahaan
Badan Usaha Milik Negara, yang memiliki ke-
mampuan dalam jasa konsultan manajemen
proyek dan/atau perekayasaan industri untuk
melakukan verifikasi rencana serta kemajuan
fisik pembangunan fasilitas pengolahan dan/
atau pemurnian.

al 3 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 3

Sebelum mendapatkan Persetujuan Ekspor,
pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Lo-
gam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam,
dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pen-
golahan dan/atau pemurnian sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4) wajib mendapatkan Rekomendasi.

Sebelum mendapatkan Persetujuan Ekspor,

3.

pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5)
wajib mendapatkan Rekomendasi.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi se-

bagai berikut:

Pasal 4

(1) Pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Lo-
gam, IUP Qperasi Produksi Mineral Logam,
dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pen-
golahan dan/atau pemurnian sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4) hanya dapat melakukan penjualan
hasil pengolahan setelah memenuhi batasan
minimum pengolahan, nikel dengan kadar
< 1,7% (kurang dan satu koma tujuh persen),
atau bauksit yang telah dilakukan pencucian
{washed bauxite) dengan kadar Al,0, = 42%
(lebih dari atau sama dengan empat puluh dua
persen) ke luar negeri dalam jumlah tertentu
dengan menggunakan Pos Tarif/HS (Harmo-
nized System) sesuai dengan ketentuan per-
aturan perundang-undangan.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (5) hanya dapat melakukan penjualan
lumpur anoda ke luar negeri dalam jumiah
tertentu dengan menggunakan Pos Tarif/HS
{Harmonized System). sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi se-

bagai’'benikut:

Pasal 5

(1) Untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 3, pemegang IUPK
Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi
Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi
khusus untuk pengolahan dan/atau pgmurni-
an, dan pihak lain yang menghasilkan lumpur
anoda harus mengajukan permohonan Reko-
mendasi kepada Menteri c.q. Direktur Jender-
al, _

(2) Permohonan Rekomendasi sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) oleh pemegang IUPK
Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Qpera-
si Produksi Mineral Logam, dan IUP Operasi
Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau
pemurnian harus dilengkapi persyaratan:
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a. surat pernyataan keabsahan dokumen;

b. pakta integritas untuk melakukan pemban-
gunan fasilitas pemurnian di dalam negeri;

c. salinan sertifikat Clear and Clean bagi pe-
megang |UP Operasi Produksi Mineral Lo-
gam;

d. Report of Analysis {(RoA) atau Certificate
of Analysi (CoA) produk Mineral Logam
yang telah memenuhi batasan minimum
Pengolahan yang diterbitkan 1 (satu) bulan
terakhir dan surveyor independen yang di-
tunjuk oleh Menteri; »

e. surat keterangan pelunasan kewajiban
pembayaran Penenimaan Negara Bukan
Pajak selama 1 (satu) tahun terakhir yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Min-
eral dan Batubara; .

f. salman perjanjian kerja sama dengan IUP
Operasi Produksi Mineral Logam yang tetah
memperoleh sertifikat Clear and Clean dan/
atau IUPK Operasi Produksi Mineral Lagam

bagi pemegang IUP Operasi Produksi khu--

sus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
g. rencana pembangunan fasilitas Pemurnian
di dalam negeni yang telah diverifikasi oleh
Verifikator Independen;
h. rencana kerja dan anggaran biaya tahun

berjalan yang telah disetujui oleh Menteni |

atau gubernur sesuai dengan kewenangan-
nya;

i. laporan hasil verifikasi kemajuan fisik dan
Verifikator Independen bagi pemegang
IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, 1UP
Operasi Produksi Mineral Logam, dan |UP
Qperasi Produksi khusus untuk pengolahan
dan/atau pemunnian yang telah atau se-
dang melaksanakan pembangunan fasilitas
Pemunnian;

j- laporan mutakhir estimasi eadangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

k. rencana penjualan ke luar negeri yang
memuat, antara lain jenis dan jumlah Min-
eral Logam yang telah memenuhi batasan
minimum Pengolahan/nikel dengan kadar
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<1,7% {kurang dan satu koma tujuh pers- =:

en)/bauksit yang telah ditakukan pencucian

(washed bauxite) dengan kadar ALO, =

42% (lebih dari atau sama dengan empat

puluh dua persen), nomor Pos Tanif/HS |

{Harmonized System), pelabuhan muat, '
- pelabuhan bongkar, dan negara tujuan.

{3) Permohonan Rekomendasi sebagaimana di-

maksud pada ayat {1) oleh pihak lain yang

menghasilkan lumpur anoda harus dilengkapi

persyaratan: '

a. surat pernyataan keabsahan dokumen;

b. pakta integnitas untuk melakukan pemban-

. gunan fasilitas pemurnian di dalam negeni;

c. salman perjanjian jual beli konsentrat den- |
gan pemegang IUPK Operasi Produksi Min-
eral Logam;

d. rencana pembangunan fasilitas Pemurnian |
di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh
Verifikator Independen; dan :

e. rencana penjualan ke luar negeri yang |
memuat, antara lain jenis dan jumlah Jum- |
pur anoda, nomor Pos Tarif/HS {Harmo-
nized System), pelabuhan muat, pelabu-
han bongkar, dan negara tujuan.

{4) Dalam hal rencana pembangunan fasilitas Pe-

munnian di dalam negeri sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf |
d dilakukan melalui kerja sama dengan pihak
lain, permohonan Rekomendasi harus disertai |
salinan penjanjian kerja sama dengan pihak
lain yang membangun fasilitas Pemurnian. :

{b) Surat pernyataan keabsahan dokumen seb-

agaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
ayat (3) huruf a dibuat sesuai dengan format
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peratunan Men-
teni ini.

(6) Pakta integritas untuk melakukan pembangu- |

nan fasilitas pemurnian di dalam negeri seb- |
agaimana dimaksud pada ayat (2} huruf b dan
ayat (3} huruf b dibuat sesuai dengan format '
tercantum dalam Lampiran |l yang merupakan :
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Men-
teri ini.
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5.

Diantara Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6} disisipkan
1 ayat yakni ayat (Sa), sehingga Pasal 10 berbu-
nyi sebagai berikut:
Pasal 10
(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (4) dilakukan un-
tuk menetapkan:

a. jenis dan mutu produk yang sesuai dengan |

batasan minimum pengolahan Mineral Lo-

gam atau lumpur anoda sesuai dengan ke-

tentuan peraturan perundang-undangan;

b. jumlah tertentu penjualan ke luan negeni
yvang ditentukan berdasarkan pertimban-
gan:

1. estimasi cadangan atau jaminan paso-
kan bahan baku untuk memenuhi kebu-
tuhan fasilitas Pemurnian;

2. jumlah penjualan ke luan negeri dalam
persetujuan rencana kerja dan angga-
nan biaya tahun berjalan;

3. kapasitas input fasilitas Pemurnian; dan

4. kemajuan fisik pembangunan fasilitas
Pemurnian.

(2) Jumlah tertentu penjualan ke luan negeri seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b ti-
dak melebihi cadangan sisa yang dihitung dan
estimasi cadangan.

{3) Kapasitas input fasilitas pemurnian seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1) hunuf b :

angka 3 ditentukan dalam satuan wet metric
ton per tahun.

(4) Kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemur-
nian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 4 dalam rangka mendapatkan
Rekomendasi Perpanjangan harus mencapai
paling sedikit 90% (sembilan puluh persen)
dari rencana kemajuan fisik pembangUnan
fasilitas Pemurnian yang dihitung secana ku-
mulatif sampai 1 (satu) bulan terakhir sebe-
lum diajukannya permohonan Rekomendasi

Perpanjangan.

{5) Dalam hal persentase kemajuan fisik pem-
bangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Direk-
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tun Jenderal atas nama Menteri menerbitkan
Rekomendasi kepada Direktur Jenderal Perda-
gangan Luar Negeri, Kementerian Perdagan-
gan untuk mencabut Persetujuan Ekspor yang
telah diberikan.

(58) Direktur Jenderal dapat memberikan persetu-

juan keadaan kahar di luar kemampuan ma- |

nusia atau kendali perusahaan yang berakibat
langsung terhambatnya pencapaian paling se-
dikit 890% {sembilan puluh persen) dari ren-
cana kemajuan fisik pembangunan fasilitas
Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) bendasarkan laporan tertulis pemegang |

IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP

Operasi Produksi Mineral Logam, IUP QOperasi

Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau
pemurnian, dan pihak lain sebagai dasar untuk
metakukan evaluasi permohonan rekomendasi
perpanjangan.

{6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk permohonan Rekomendasi dilaksanakan

‘sesuai dengan format tercantum dalam Lam- |
piran IIA dan Lampiran llIB yang merupakan |

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Men-
teri ini. ‘

(7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk permohonan Rekomendasi Perpan-
jangan dilaksanakan sesuai dengan format
tercantum dalam Lampiran {VA dan Lampiran
IVB yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

(8) Dalam hal permohonan Rekomendasi Perpan-
jangan ditolak, penolakan disampaikan secara
tentulis kepada pemohon disertai dengan ala-
san penolakan.

Diantara BAB Il dan BAB IV disisipkan 1 (satu)
bab yakni BAB IllA yang berbunyi sebagai berikut:
BAB IllA
VERIFIKATCR INDEPENDEN

Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua)

Pasal yakni Pasal 10A dan Pasal 10B yang berbu- |

nyi sebagai berikut:
Pasal 10A -




(1) Verifikator Independen sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, huruf i,
ayat (3) huruf d, Pasal 9 ayat {1) huruf ¢, dan
ayat {2} huruf ¢ ditetapkan oleh Direktur Jen-
deral atas nama Menteri.

(2) Untuk dapat ditetapkan sebagai Verifikator In-
dependen sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Verifikator Independen harus mengajukan

permohonan secara tentulis kepada Menteri

melalui Direktur Jenderal dengan memenuhi |

persyaratan adminsitratif dan teknis.
(3) Permohonan, evaluasi, dan penetapan Verifi-
kator Independen diproses sesuai dengan tata

cara tercantum dalam Lampiran V yang meru- -

pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 10B
(1) Untuk dapat dilakukan verifikasi rencana pem-
bangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf g dan ayat (3) huruf d atau verifikasi
kemaijuan fisik pembangunan fasilitas pemur-
nian di dalam negeri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat {1) huruf c dan ayat (2} |

huruf ¢, pemegang IUPK Operasi Produksi

Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral
Logam, IUP Openasi Produksi khusus untuk |

pengolahan dan/atau pemurnian, atau Pihak
Lain harus mengajukan permohonan verifikasi
kepada Verifikator Independen.

(2) Pelaksanaan verifikasi kemajuan fisik pem-
bangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaku-
kan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

{3) Dalam hal diperiukan pemantauan kemajuan
fisik pembangunan fasilitas Pemurnian yang
lebih ketat, Direktur Jenderal atas nama Men-
teri sewaktu-waktu dapat meminta Verifika-
ton Independen untuk melakukan verifikasi
terhadap kemajuan fisik pembangunan fasili-
tas pemurnian di dalam negeri.

{4) Verifikasi dan hasil verifikasi rencana pem- |

bangunan fasilitas pemuenian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
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dengan kriteria dan disusun sesuai dengan
laporan tercantum dalam Lampiran VIA dan
Lampiran VIB yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

{5) Verifikasi dan hasil verifikasi kemajuan fisik
pembangunan fasilitas pemurnian di dalam
negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan kriteria dan disu-
sun sesuai dengan laporan tercantum dalam
Lampiran VIIA dan Lampiran VIIB yang meru-
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

{6) Verifikator Independen dilarang terlibat secara

langsung dalam perencanaan dan pembangu-

nan fasilitas Pemurnian yang diverifikasi.

(7) Dalam hal Verifikator Independen melakukan
-pelanggaran terhadap ketentuan dalam Per-
aturan Menteri ini dan/atau menyampaikan
laporan hasil verifikasi secara tidak benar,

penetapan sebagai Verifikator Independen di- |

cabut.

(8) Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan veri-
fikasi rencana pembangunan fasilitas Pemur-
nian di dalam negeri dan verifikasi terhadap
kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemur-
nian di dalam negeri dibebankan kepada pe-
megang IUPK Operasi Produksi Mineral Lo-

gam, IUP Operasi Pnoduksi Mineral Logam, |

IUP Operasi Produksi khusus untuk pengola-
han dan/atau pemurnian, atau Pihak Lain yang
mengajukan permohonan verifikasi.

Ketentuan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga
Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melaku-
kan pengawasan terhadap:
a. pelaksanaan penjualan mineral ke luar neg-
ari;
b. kemajuan fasilitas pemurnian di daiam neg-
eri yang terdiri atas:
1. kemajuan fisik fasilitas pemurnian; dan
2. besaran serapan biaya pembangunan
fasilitas pemurnian.
{2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada
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ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6
{enam} bulan atau sewaktu-waktu apabila di-
perlukan.

(3) Kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemur-
nian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 1 harus mencapai paling sedikit
90% ({sembilan puluh persen) dari rencana
kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemur-
nian yang dihitung secara kumulatif sampai 1
(satu} bulan terakhir.

(4) Dalam hal persentase kemajuan fisik pem-
bangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, Direk-
tur Jenderal atas nama Menteri menenbitkan
Rekomendasi kepada Direktur Jenderal Perda-
gangan Luar Negeri, Kementerian Perdagan-
gan untuk mencabut Persetujuan Ekspor yang
telah diberikan.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 12 .
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Rencana pembangunan fasilitas Pemurnian
yang telah disetujui oléh Direktur Jenderal se-
belum berlakunya Peraturan Menteri ini wa-
jib disesuaikan dengan ketentuan dalam Per-
aturan Menteri ini.

2. Jaminan kesungguhan yang telah ditempat-
kan oleh pemegang |UP Openasi Produksi
Mineral Logam, Kontrak Kanya, dan IUP Op-
erasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/
atau pemurnian sebelum berlakunya Peraturan
Menteri ini dapat dicairkan seluruhnya beserta
bunga pada saat kemajuan fisik pembangunan
fasilitas Pemurnian dalam negeri telah menca-
pai 35% (tiga puluh lima) persen dalam jangka
waktu selambat-lambatnya 12 Januari 2022.

3. Kemajuan pembangunan fisik fasititas Pemur-
nian dalam negeri sebagaimana dimaksud

dalam angka 2 ditentukan berdasarkan hasil

verifikasi yang dilakukan oleh Verifikator Inde-
penden.
4. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka

waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 2
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kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemur-
* nian dalam negeri belum mencapai 35% (tiga

puluh lima) persen, jaminan kesungguhan di-

setorkan ke kas negara melalui bank persepsi

dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bu-
. lan setelah 12 Januari 2022.

5. Rekomendasi yang dikeluarkan sebelum ber- |

lakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan

tetap berlaku dan wajib disesuaikan setelah |
dilakukan verifikasi oleh Verifikator Indepen- |

den paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlaku-
nya Peraturan Menteri ini.

Pasal Il

Peraturan Mentrri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2017
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Mei 2017
DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
WIDODQ EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 687

Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

{BN )

Haonvinowe News VOG8N 2623817




